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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembagapemasyarakatan (Lapas)adalah sebuah tempatuntuk melakukan 

pembinaanterhadap warga binaan. Pada pasal 1 angka 5 dalam Undang-

undangNomor 12Tahun 1995 tentangPemasyarakatan yang 

selanjutnyaxdisebut sebagai Undang-UndangPemasyarakatan pada ketentuan 

umum menyebutkan bahwa: “wargaxbinaan pemasyarakatan terdiri dari  

narapidana,xanak didik pemasyarakatan,xserta klienxpemasyarakatan”. 

Wargaxbinaan pemasyarakatan adalahxnarapidana, anakxdidik 

pemasyarakatanxdan klienxpemasyarakatan. Narapidana 

merupakanxterpidana yang menjalanixpidana.Kemudian narapidana yang 

sudah diserah terimakan kepada Lembaga Pemasyarakatan akan menjalani 

proses pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga yang sangat 

populer dalam sistem pemasyarakatan. Kata pemasyarakatan itu 

merupakanxbagian akhirxdari sebuah sub-sistem dixperadilan pidana,xyang 

sering kali dihubungkan dengan lembaga ini.1 

Sebelum membicarakan lebih jauh tentang Lembaga Pemasyarakatan, 

terlebih dahulunya penting untuk mengetahui mengenai apa yang dimaksud 

dengan pemasyarakatan. Didalam Pasalx1 Angkax1 Undang-Undang 

Pemasyarakatan menjelaskan,xbahwa: “pemasyarakatanxmerupakan kegiatan 

untukxmelakukan tindakan pembinaan terhadapxwarga binaan 

 
1Eva Achjani Zulfa, dkk, 2017, Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem 

Pemasyarakatan, Rajawali Pers, Depok, hlm 82. 
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pemasyarakatanxyang sesuai dengan kelembagaan, sistem, danxcara 

pembinaan yangxmerupakan bagian akhirxdari sistem pemidanaanxdalam 

tata peradilanxpidana”.2 

Seperti halnya manusia pada umumnya, wargaxbinaan yangxsedang 

menjalani pembinaanxdi sebuah lembaga pemasyarakatanxjuga mempunyai 

hak atas dirinya. Berada dalam lembaga pemasyarakatan bukan berarti 

mereka tidak memiliki hak akan dirinya. Berdasarkan KamusxUmum Bahasa 

Indonesia,xdidalamnya dijelaskanxbahwa hak yaitu: 1) yangxbenar, 2) milik, 

kepunyaan,x3) kewenangan, 4) kekuasaanxuntuk berbuatxsesuatu, 5) 

kekuasaanxuntuk berbuat sesuatuxatau untukxmenuntut sesuatu, dan 6) 

derajat atauxmartabat.3 Hakxwarga binaan tertulisxdi dalamxUndang-Undang 

Republik IndonesiaxNomor 12 Tahunx1995 Pasal 14xAyat (1) tentang 

Pemasyarakatan,xyaitu berupa:x“(1) Wargaxbinaan memiliki hakxuntuk 

mendapatkanxpelayanan kesehatan sertaxmakanan yang layak”. 

Menurut PeraturanxStandar Minimum Perlakuanxkepada WargaxBinaan 

(The StandardxMinimum Rulesxfor the Treatmentxof Prisoners 

{SMR})xyang dilaksanakan di Geneva tahun 1955, yaitu: “Hak terhadap 

kesehatan merupakan hakxasasi manusia, halxini juga berlakuxterhadap 

orang-orangxyang  kebebasannyaxterampas, termasukxpada tahananxdan 

warga binaan. Seperti yang tertulis pada poin kelima, yaitu di dalamxlembaga 

pemasyarakatan perempuanxharus ada akomodasi khususxuntuk warga 

 
2Nashriana, 2014, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers, 

Jakarta, hlm 153. 
3http://kbbi.web.id/hak diakses pada Maret 2020. 

http://kbbi.web.id/hak
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binaan perempuan, seperti perawatan sebelum dan sesudah melahirkan”.4 

BerdasarkanxPasal 14 Ayat (1) dalam PeraturanxPemerintah Republik 

IndonesiaxNomor 32 Tahunx1999 mengenai Syaratxdan TataxCara 

PelaksanaanxHak WargaxBinaan Pemasyarakatan, dituliskan didalamnya 

bahwasanya: “SetiapxWarga Binaan danxAnakxDidik 

Pemasyarakatanxberhak mendapatkan pelayananxkesehatan yangxlayak 

sebagaimana hak mereka sebagai manusia”. 

Berdasarkan uraian di atas, memperoleh kesehatan adalah hak seluruh 

manusia, tidak terkecuali oleh warga binaan sekalipun. Hak kesehatan yang 

dapat diperoleh warga binaan di lembaga pemasyarakatan dapat berupa 

perawatan khususnya perawatan kesehatan serta layaknya pelayanan 

kesehatan. Halxini sesuai denganxyang tertulis pada Pasalx4 dan 5 dalam 

Undang-UndangxDasar Nomorx36 Tahun 2009xtentangxKesehatan, yaitu:  

DalamxPasal 4,xyaitu: 

“Setiapxorang memiliki hak atasxkesehatan”. 

Dalam Pasalx5, yaitu: 

(1) Setiapxorang memiliki hakxyang sama dalamxmemperoleh akses 

terhadapxsumber daya dixdalam bidangxkesehatan, 

(2) Setiapxorang memiliki hakxdalam mendapatkan 

pelayananxkesehatan yangxbermutu, aman, dan terjangkau, 

(3) Setiap orangxmemiliki hak secaraxmandiri danxbertanggung jawab 

untukxmenentukanpelayanan kesehatanxyang diperlukan untuk 

dirinyaxsendiri. 

 
4 Yeni Handayani, 2015, Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana Wanita Dalam 

Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional, Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum 

Nasional, Jakarta, hlm 3-4. 
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Kesehatan adalah salahxsatu aspek yang sangat pentingxdari Hak Asasi 

Manusiax(HAM), hal ini sudah melekatxpada setiap individuxsejak ia 

dilahirkan, dan pemerintah memiliki kewajiban dalam pemenuhanxhakxatas 

kesehatanxtersebut sebagai bagianxdari hak asasixmanusia. Bagi warga 

binaan, hak untukxsehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut 

wajib dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan. Hak mendapatkan kesehatan 

bagi warga binaan, tertulis didalam PeraturanxPemerintah Republik Indonesia 

Nomorx32 Tahun 1999xtentang Syarat danxTata Cara PelaksanaanxHak 

Warga BinaanxPemasyarakatan pada Pasal 14, dixmana tertulisxbahwa: 

“warga binaanxmemiliki hak untukxmemperoleh pelayanan kesehatanxyang 

layak”. 

Kesehatan reproduksi merupakan keadaan mental, fisik, dan sosialxyang 

utuh,xtidak hanya terbebas darixpenyakit ataupun kecacatanxdalam segala 

aspek tentangxsistem reproduksi, fungsixreproduksi serta segalaxproses 

reproduksi.xHal inixtertulis dalam PasalxPasal 71 Undang-Undang Nomor 36 

Tahunx2009 tentang Kesehatanxdan Peraturan PemerintahxNomor 61 Tahun 

2014xtentang KesehatanxReproduksi, yaitu “kesehatanxreproduksi 

merupakan keadaanxsehat secara fisik,xmental, danxsosial secara 

menyeluruh, tidakxsemata-mata bebas darixpenyakit atau kecacatanxyang 

berkaitan degan fungsi,xsistem, dan prosesxreproduksi laki-laki 

danxperempuan”. 

Kesehatanxreproduksi tidak dapatxlepas dari upayaxpemenuhan hak-hak 

reproduksi sertaxsemua isuxyang sebagian sangatxsensitif terkait dengan 

kesehatanxreproduksi manusia, yaituxseperti kesehatanxseksual, HIV, 
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IMS,danxAcquired ImmunoxDeficiency Syndrome (AIDS), 

kesehatanxreproduksi usiaxremaja, kesehatan reproduksixpada kelompok 

berisiko, sertaxkelompok marjinal.5 

Implikasixdefinisi kesehatan reproduksixberarti bahwa setiapxmanusia 

mampu memilikixkehidupan seksual yangxmemuaskan dan aman untuk 

dirinya,xjuga mampuxmenurunkan serta memenuhixkeinginannya tanpa ada 

hambatanxdari siapa pun,xapa pun, kapan, danxberapa sering untukxmemiliki 

keturunan.xHak terhadap reproduksixmerupakan hak setipxpria dan wanita 

untukxmendapatkan informasixdan mempunyai aksesxterhadap berbagai 

metodexkeluarga berencana yangxmereka pilih, aman, efektifxdan terjangkau 

sertaxmetode pengendalian kelahiranxlainnya danxtidak bertentangan dengan 

hukumxataupun peraturanxperundang-undangan yangxberlaku.6 

Hakxkesehatan reproduksi dapat meliputi hal-halxsebagai berikut, yaitu: 

1. Hakxmemperoleh informasixserta pendidikanxuntuk 

kesehatanxreproduksi; 

2. Hak memperolehxpelayanan danxperlindungan untukxkesehatan 

reproduksi; 

3. Hakxkebebasan untuk berpikirxtentang pelayananxkesehatan 

reproduksi; 

4. Hakxuntuk mendapatkan perlindunganxdari kasusxkematian karena 

kehamilan; 

 
5Kementerian Kesehatan RI, 2017, Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan 

Reproduksi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Usia Dewasa di Rumah Tahanan Negara dan 

Lembaga Pemasyarakatan, Jakarta, hlm 15. 
6Eny Kusmiran, 2011, Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita, Salemba Medika, 

Jakarta Selatan, hlm 94. 
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Kesehatan reproduksi pada perempuan sedikit lebih complicated 

dibandingkan laki-laki. Hal ini dikarenakan kodrat perempuan untuk 

mengalami siklus menstruasi atau haid setiap bulannya, mengalami 

kehamilan, melahirkan hingga menyusui. Sehingga perhatian khusus terhadap 

kesehatan reproduksi sedikit dilebihkan kepada perempuan, hal ini juga 

dikarenakan perempuan memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena penyakit 

infeksi menular seksual. Siklus menstruasi merupakan kondisi rutin yang 

dialami perempuan remaja hingga dewasa setiap bulannya, perlu menjaga 

kesehatan daerah reproduksi pada saat siklus menstruasi harus lebih ekstra, di 

mana perempuan harus lebih rajin mengganti pakaian dalam dan pembalut 

minimal 3 kali setiap harinya. Selain itu, hamil dan melahirkan merupakan 

kodrat perempuan, tidak dapat dipungkiri kasus perempuan hamil masih 

ditemui dalam lembaga pemasyarakatan, selain itu perempuan menyusui juga 

bisa ditemukan didalam lembaga pemasyarakatan, dimana menyusui dan 

memberikan ASI merupakan hak setiap anak, lembaga pemasyarakatan 

memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang layak. 

Permasalahan kesehatan reproduksi yang sering kali terjadi pada warga 

binaan perempuan misalnya seperti penyakit menular seksual (PMS). 

Perempuan memiliki risiko terjangkit penyakit reproduksi lebih rentan dan 

lebih besar dibandingkan laki-laki, hal ini dikarenakan perempuan memiliki 

perilaku yang beresiko tinggi, termasuk pekerja seks, dan tidak menutup 

kemungkinan menjadi korban pelecehan seksual. Selain itu, siklus menstruasi 

yang terjadi pada perempuan setiap bulannya juga menjadi resiko besar untuk 

masalah kesehatan reproduksi, di mana jika kesehatan reproduksi tidak baik 



UNIVERSITAS BUNG HATTA

7 
 

 
 

selama proses menstruasi, resiko untuk penyakit lebih besar dibandingkan 

perempuan yang sedang tidak dalam siklus menstruasi, hal ini juga rentan 

terjadi pada perempuan yang sedang hamil.7 

Berdasarkan studi kasus lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti di 

LembagaxPembinaan KhususxAnak (LPKA) Klas II TanjungxPati 

Kabupaten LimaxPuluh Kota, didapatkan 49 orang narapidana perempuan. 

Tabel 1.1 

Warga Binaan Perempuan dixLembaga Pembinaan KhususxAnak 

(LPKA) Klas II TanjungxPati Kabupaten LimaxPuluh Kota 

No 
Nama  

(Inisial) 

Umur  

(Tahun) 

 
No 

Nama  

(Inisial) 

Umur  

(Tahun) 

1 M.A 32  26 Er 35 

2 J.R 31  27 F 45 

3 K.S 44  28 Y 36 

4 I 56  29 R 29 

5 Er 25  30 S.K 22 

6 T 36  31 R.S 20 

7 D.K.S 22  32 L.S 28 

8 Y.S 36  33 E.J 42 

9 E 61  34 D.F 14 

10 N 31  35 E.D 42 

11 A.P 24  36 R.M 37 

12 K.N.T 21  37 M.U 22 

13 W.G 42  38 E.N 36 

14 R 39  39 N.M 45 

15 S.R.P 38  40 L.R 22 

16 Y.S 43  41 R.M.S 25 

17 N 52  42 T.U.A 31 

18 N.B.U 26  43 P.N.S 15 

19 S.R.E 31  44 E.P.Y 38 

20 F.Y 36  45 Sy 67 

21 T.S 27  46 M.M.P 17 

22 S.S 25  47 J 46 

23 Ne 40  48 D.S 26 

24 W.G.S 26  49 R.Y 42 

25 Y.H 44     

Sumber: LembagaxPemasyarakatan KhususxAnak (LPKA) KlasxII 

TanjungxPati Kabupaten LimaxPuluh Kota.2019 

 
7Bambang Irawan, 2017, Pemajuan Hak Atas Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan 

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen, Jurnal Pascasarjana Hukum UNS, Vol. 

5(1), hlm 144. 
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Di LembagaxPembinaan Khusus Anakx(LPKA) Klas IIxTanjung Pati 

KabupatenxLimaxPuluhxKota, ditemukan perempuan usia remaja hingga 

dewasa yang masih aktif dalam reproduksi, terdapat beberapa perempuan 

yang masih mengakui mengalami kesulitan setiap kali siklus menstruasi 

terutama dalam ketersediaan pembalut, juga kurangnya informasi tentang 

kesehatan reproduksi sehingga banyak ditemui kasus tentang keputihan yang 

gatal dan berbau diluar siklus menstruasi, dan juga tidak adanya pemeriksaan 

kesehatan reproduksi yang layak serta pengetahuan yang rendah tentang 

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) dan bagaimana menjaga kesehatan 

kewanitaan.8 Berdasarkan latar belakang tersebut, olehxkarena ituxpenulis 

tertarikxuntuk menulisxkarya ilmiahxdalam bentuk tesis denganxjudul 

“Implementasi Hak Warga Binaan Perempuan Terhadap Kesehatan 

Reproduksi dixLembaga PembinaanxKhusus Anakx(LPKA) Klas II 

TanjungxPati Kabupaten LimaxPuluh Kota”. 

B. RumusanxMasalah 

Berdasarkanxpenjelasan latarxbelakang diatas, rumusanxmasalah pada 

penelitianxini, yaitu: 

1. Bagaimanakah implementasi hak warga binaan perempuan di bidang 

kesehatan reproduksi di LPKA Klas II Tanjung Pati? 

2. Apaxsaja kendala yangxdihadapi petugas LembagaxPemasyarakatan 

Perempuan di LPKA Klas IIxTanjung Pati untuk memenuhi hak 

kesehatan reproduksi warga binaan khususnya kesehatan reproduksi? 

 
8Wawancara dengan dr. Welly Elvandari, pada tanggal 17-09-2019, di Tanjung Pati 

Payakumbuh. 
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3. Apa saja upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam pemenuhan hak-hak 

warga binaan perempuan terhadap kesehatan reproduksi di LPKA Klas II 

TanjungxPati? 

C. TujuanxPenelitian 

Berdasarkanxrumusan masalahxdiatas, adapun tujuan penelitianxpada 

penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk menganalisis inplementasi hak warga binaan perempuan di bidang 

kesehatan reproduksi di LPKA Klas II Tanjung Pati. 

2. Untuk menganalisis kendalaxyang dihadapixpetugas Lembaga 

Pemasyarakatanxdi LPKA Klas IITanjung Pati untuk memenuhi hak 

kesehatan warga binaan khususnya kesehatan reproduksi. 

3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam 

pemenuhan hak-hak warga binaan perempuan terhadap kesehatan 

reproduksi di LPKA Klas IITanjung Pati. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritis dan manfaat praktis dalamxpenelitian ini, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Secaraxteoritis, temuan dalam penelitianxini akan memberikan 

kontribusi antara lain sebagai berikut: 

a. Bagi Ilmu Hukum, khususnya bidang Ilmu Hukum Kesehatan 

penelitianxini dapat memberikanxmasukan atau sumbangan 

pemikiranxbagi mahasiswa fakultas hukum yang berhubungan 

dengan hak-hak kesehatan reproduksi terhadap warga binaan. 
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b. Bagi Ilmu Kesehatan, diharapkan melalui penelitianxini dapat 

memberikanxsumbangan informasixbagi tenaga kesehatanxmengenai 

hak-hak untuk mendapatkan kesehatan bagi semua manusia tidak 

terkecuali bagi warga binaan. 

2. ManfaatxPraktis 

Beberapaxmanfaat praktis dalamxpenelitian ini,xyaitu sebagai 

berikut: 

a. BagixMasyarakat, diharapkan penelitian inixdapat menambah 

wawasan pengetahuan mengenai pentingnya menjaga kesehatan 

reproduksi. 

b. Bagi KementerianxHukum danxlembaga Hak AsasixManusia 

sebagai institusi yang mengatur mengenai Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan di LPKA Klas II Tanjung Pati melalui Dirjen Lembaga 

Pemasyarakatan, semogaxpenelitian ini dapatxmenjadi bahan 

pertimbanganxdalamxmengambil langkah-langkah kebijakan 

kesehatan terhadap warga binaan khususnya perempuan mengenai 

kesehatan reproduksi. 

E. KerangkaxTeoritis dan KerangkaxKonseptual 

1. KerangkaxTeoritis 

a. TeorixHak Asasi Manusia 

Sebagai penganut teori hukum alam, Jhon Locke berpegangan 

padaxprinsip hukumxalam, yakni kebebasanxsetiap individuxdan 

keutamaanxrasio. Teori kontrakxsosial yang dikemukakan oleh 

Jhone Locke berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh  Hobbes. 
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Kontrak sosial dalam teori Hobbes yaitu mengandaikan 

adanyaxpenyerahan seluruhxhakxindividu secara 

totalxpadaxpenguasa.9 Menurut Jhon Lockexorang yang 

melakukanxkontrak sosial adalahxorang-orang yang tertibxdan 

menghargai kebebasan,xhak hidup,xdan kepemilikan hartaxsebagai 

hak bawaanxmanusia. 

Teori hukum alam Jhon Locke memangdang hakxasasi manusia 

adalahxhak kodrati, yaituxhak yang sudahxmelekat dan dibawaxoleh 

manusiaxsejak lahir. Jikaxmanusia tesebut meninggalxdunia, maka 

hak-hak yangxdimilikinya punxakan hilang. Hakxasasi manusia 

dimilikixsecara otonom terlepasxdari pengaruhxnegara, sehingga 

tidakxada alasan apapunxoleh negara untukxmembatasi hakxasasi 

manusiaxtersebut.10 

Dengan demikian sesuaixdengan rumusanxmasalah dalam 

penelitianxini, digunaka teori dari Lawrence M Friedmen yaitu 

bahwa hukum terdiri dari 3 komponen yaitu structure, subtance dan 

legal culture sebagai pisau analisis. 

b. Teori Perlindungan Hukum 

Fitzgerald mengutipxistilah teori perlindunganxhukum dari 

Salamond, yaitu “hukumxmemiliki tujuan untukxmengintegrasikan 

dan mengkoordinasikanxberbagai kepentinganxdidalam 

masyarakat”.11xKepentingan hukumxadalah yang mengurusixhak 

 
9Satjipto Rahardjo, 2006, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan 

Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 66. 
10Ibid, hlm 67 
11Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53. 
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dan kepentinganxsetiap manusia, sehinggaxuntuk menentukan 

kepentinganxmanusia yang perluxdiatur dan yangxdilindung 

merupakanxperan otoritas tertinggixbagi hukum.12 Perlindungan 

terhadapxhukum harus melihatxbeberapa tahapan, yakni 

perlindunganxhukum yangxlahir dari suatuxketentuan hukum dan 

segalaxperaturan hukum olehxmasyarakat yangxpada dasarnya 

merupakanxkesepakatan seluruhxmasyarakat tersebut untuk 

mengaturxhubungan perilakuxantara anggotaxmasyarakat 

danxantara peroranganxdengan pemerintah yangxdianggap 

sebagaixwakili kepentinganxmasyarakat. MenurutxSatjipto Raharjo, 

perlindungan hukumxyaitu memberikan pengayomanxterhadap hak 

asasixmanusia yangxtelah dirugikan orangxlain, dan 

perlindunganxitu akan diberikanxkepada masyarakatxsehingga 

mereka dapatxmenikmati semuaxhak-hak yang diberikanxoleh 

hukum.13 

LilixRasjidixdan I.BxWysa Putra, menjelaskanxbahwa hukum 

dapatxdifungsikan untuk mewujudkanxperlindungan yangxsifatnya 

tidakxhanya sekedar adaptifxdan fleksibel, tetapixjuga predektif dan 

antipatif.xPerlindungan hukum merupakanxsuatuxgambaran dari 

bekerjanyaxfungsi hukum untukxmewujudkan tujuan hukum, yaitu 

sebagaixkemanfaatan,xpenegak keadilan,xdan kepastian hukum.14 

SedangkanxPhilipus M. Hadjoxberpendapat bahwaxperlindungan 

 
12Ibid, hlm 69. 
13Ibid, hlm 54. 
14Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, PT. Remaja 

Rusdakarya, Bandung, hlm 118. 
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hukumxbagi rakyat merupakanxbentuk tindakanxpemerintah yang 

bersifatxpreventif dan represif. Perlindunganxhukumxpreventif 

bertujuanxuntuk mencegah terjadinyaxsengketa, dengan 

mengarahkanxtindakan pemerintah untukxbersikap hati-hati dalam 

pengambilanxkeputusan yang berdasarkanxdiskresi. Perlindungan 

hukum represifxbertujuan untukxmencegah terjadinya sengketa, 

termasukxdalam bentuk penanganannya dixlembaga peradilan.15 

Perlindunganxhukum yaitu suatuxbentuk perlindunganxyang 

diberikanxkepadaxsubyek hukumxsesuai dengan aturanxhukum 

yang berlaku,xbaik itu yangxbersifat preventif atapun represifxdan 

baik secaraxtertulis maupun tidakxtertulisxdalam rangkaxuntuk 

menegakkan peraturanxhukum. Teori yang penulis gunakan untuk 

menjadi pisau analisis di dalam penelitian mengenai pengawasan 

otoritas jasa keuangan terhadap teknologi finansial dalamxbidang 

lauanan pinjamxmeminjam uang berbasisxteknologi informasixini 

yaitu teori yang dikemukakan oleh Sujanto tentang pengawasan dan 

teori dari Philipus H. Hadjo tentang perlindungan hukum. 

2. Kerangka Konseptual 

a. Hak AsasixManusia 

Hakxatau Hak AsasixManusia (HAM) merupakan suatu 

anugerahxdari TuhanxYang Maha Esa yang telah melekat dan 

dimiliki oleh manusia sebagai sebuah karunia dalamxmenopang dan 

mempertahankanxhidup dan prikehidupannyaxdi muka bumi. 

 
15Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, 

Surabaya, hlm 2. 
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Berdasarkanxpada Pasal 1xButirx1 didalam Undang-UndangxNomor 

39xTahun 1999 tentangxHak AsasixManusia, memberikan rumusan 

mengenai pengertian HakxAsasi Manusia (HAM) yaitu: 

“seperangkatxhakxyangxtelah melekatxpada hakikat danxkeberadaan 

manusiaxsebagaixmakhluk TuhanxYang Maha Esaxyang merupakan 

anugerah-Nya danxwajib dihormati,xdijunjung tinggi 

sertaxdilindungi olehxnegara, hukum, pemerintah,xdijunjung tinggi 

dan dilindungixolehxnegara, hukum,xpemerintah,xdanxsetiap orang 

demixkehormatan sertaxperlindungan terhadapxharkat dan martabat 

setiapxmanusia”. 

HakxAsasi Manusiaxyang dikemukakan oleh Jhon Locke16, 

dimana Jhon Locke mengajukan pendapat mengenaixteori hak-hak 

kodrati,xyang didalam bukunyaxberjudul “The SecondxTreatise of 

Civil Governmentxand a LetterxConcerningxToleration”, megajukan 

pendapat bahwasanya setiap individuxdikarunia oleh alamxhak yang 

melekatxatas hidup, kebebasan, danxkepemilikan, yangxmerupakan 

milikxsendiri dan tidakxdapat dicabutxoleh negara. Seburukxapapun 

perlakuanxyang telahxdialami oleh seseorang,xataupun betapa 

jahatnyaxperlakuan seseorang, iaxtidakxakan berhentixmenjadi 

manusiaxdan akan tetapxmemiliki hakxtersebut. Dengan kataxlain, 

dapatxdisimpulkan bahwa hakxsudah melekatxpada dirinya sebagai 

makhlukxinsani.17 

 
16Bernard L. Tanya, dkk, 2013, Teori Hukum, Genta Publisher, Yogyakarta, hlm. 66. 
17Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2006, Hukum Hak Asasi 

Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm 11. 
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Menurut Aswanto, hakikat HAM yaitu berupa kebebasan. 

Tetapi, kebebasan itu akan berakhir ketika seseorang mulai 

menyentuh atau mengusik ke wilayah kebebasan orang lain.18 HAM 

tidak bisa dipisahkan dari fungsi negara, kekuasaan negara, cara 

penggunaan danxpembatasan kekuasaanxnegara. Secaraxhistoris, 

hakikat HAM berkisarxterhadap hubungan antaraxmanusia secara 

individuxdengan masyarakatxpolitik yangxdisebut denganxnegara. 

Hal ini dikarenakan prinsip dasar hidup individu, dimana manusia 

hidup secara bersamaan dan saling berketergantungan satu dengan 

yang lainnya. 

Mansyur A. Effendy juga mengatakan bahwasanya 

HukumxdanxHAMxmerupakan suatu kesatuanxyang sangat sulit 

untukxdipisahkan. Apabilaxsuatu bangunanxhukum dibangun tanpa 

adanyaxHAM yangxmerupakanxpengawal bagixhukum dalam 

merealisasixperwujudan nilai keadilanxmanusia, makaxhukum akan 

menjadixalat seorangxpenguasa untukxmelanggengkan kekuasaan. 

Sebaliknyaxapabila HAM dibangunxtanpa didasarixkomitmen 

hukum yangxjelas, maka HAMxhanya akanxmenjadi 

bangunanxrapuh dan mudahxdisimpangi. Artinya, hukumxberperan 

sebagai instrumentariumxyuridis, sarana danxatauxtool 

yangxmemperhatikan penghormatanxterhadap prinsipxdalam 

HAM.19 

b. Hak-Hak Warga Binaan 

 
18Nurul Qomar, 2019, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, Sinar 

Grafika, Jakarta, hlm 16-17. 
19Ibid, hlm 19 
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Warga binaan pemasyarakatan yaitu narapidana, yang 

merupakan seorang terpidanaxyang telah 

diterimaxdixLembagaxPemasyarakatan yang wajibxdidaftarkan 

terlebih dahulu, sehingga mengubah status terpidana menjadi 

narapidana. Pendaftaran warga binaan tersebut 

meliputixpencatatanxputusan pengadilan,xidentitas diri,xbarangxatau 

uangxyang dibawa, pemeriksaanxkesehatan, pembuatanxpasfoto, 

pengambilanxsidik jari, danxpembuatan beritaxacaraxserahxterima 

terpidana.20 

WargaxBinaan yang menjalani prosesxpembinaanxselama di 

LembagaxPemasyarakatan memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh 

Lembaga Pemasyarakatan, hak tersebut diatur oleh Pasalx14 ayat (1) 

dalam Undang-UndangxPemasyarakatan, diantaranyaxsebagai 

berikut:21 

1) Melakukan ibadahxyang sesuaixdengan agama dan kepercayaan 

masing-masing; 

2) Mendapatkanxperawatan berupaxperawatan rohani danxjasmani; 

3) Mendapatkan pendidikanxdan jugaxpengayoman; 

4) Mendapatkanxpelayanan kesehatan serta makananxyang layak; 

5) Menyampaikanxkeluhan yangxdirasakan; 

6) Mendapatkan bahanxbacaan serta mengikutixsiaran 

mediaxmassa yangxtidak dilarang; 

 
20Dwidja Priyanto, 2006, Sistim Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Refika 

Aditama, Bandung, hlm 110. 
21Nomensen Sinamo, 2019, Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik, Jala Permata Aksara, 

Jakarta, hlm 59. 
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7) Mendapatxjasa berupaxupah atau premi; 

8) Mendapatkan kunjunganxkeluarga, penasihatxhukum dan atau 

orangxtertentu lainnyaxyang tidak melanggarxhukum; 

9) Mendapat penguranganxmasa pidanaxdengan semestinya; 

10) Mendapatkan kesempatanxasimilasixdenganxsemestinya; 

11) Mendapat cutixsebelum bebasxbersyarat;xdan 

12) Mendapatxhak lainnya yangxsesuai dengan 

peraturanxperundang-undangan yangxberlaku. 

c. KesehatanxReproduksi 

Kesehatanxreproduksixmerupakan suatuxkeadaan 

sejahteraxfisik, mental,xdan sosial secaraxutuh, tidakxsemata-mata 

hanyaxbebas dari penyakitxatau kecacatan dalamxsemua hal yang 

berkaitanxdengan sistemxreproduksi, sertaxfungsi danxprosesnya.22 

Pemerintahxmemiliki tanggung jawabxterkait dengan kesehatan 

reproduksixsetiap manusia, tertuisxpada Pasal 4xdidalam 

PeraturanxPemerintah Nomor 61xTahun 2014 TentangxKesehatan 

Reproduksixdimana dikatakan bahwa:x“pemerintah 

sertaxpemerintah daerah secaraxbersama-sama harusxmenjamin 

terwujudnya kesehatan reproduksi.xBertanggung jawabxterhadap, 

yaitu: 

1) Penyusunanxberupa kebijakan upayaxkesehatan reproduksi 

dalamxlingkup nasional danxlintas provinsi; 

 
22Yani  W, dkk, 2009, Kesehatan Reproduksi, Fitramaya, Yogyakarta, hlm 1. 
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2) Menyediakan saranaxpelayanan kesehatan yangxbersifat aman, 

bermutuxdan terjangkau, sertaxobat dan alatxkesehatan yang 

menunjangxpelayanan kesehatanxreproduksi; 

3) Memberikan pembinaanxdan evaluasi manajemenxkesehatan 

reproduksi; 

4) Memberikanxpembinaan terhadap sistemxrujukan, sistem 

informasixdan sistem survailansxkesehatanxreproduksi; 

5) Melakukan koordinasixdan advokasi dukunganxsumber daya di 

bidangxkesehatan sertaxmengupayakan pendanaan 

penyelenggaraanxkesehatan reproduksi.” 

d. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Pemasyarakatan merupakan kegiatan yang dapat dilakukan 

untuk melakukanxpembinaan warga binaanxberdasarkanxsistem, 

kelembagaan,xdan caraxpembinaan yang merupakanxbagian akhir 

darixsistem pemidanaanxdalam tataxperadilanxpidana. Berdasarkan 

pada Pasal 1xangka 3 Undang-UndangxPemasyarakatan 

mendefinisikan Lembaga Pemasyarakatanxyaitu “suatu 

tempatxuntuk melaksanakanxpembinaan warga binaan danxanak 

didik pemasyarakatan.xSedangkan, LembagaxPemasyarakatan 

Perempuan (LPP) yaitu penggolongan pengklasifikasian warga 

binaan berdasarkan jenis kelamin, tingkat kejahatan, dan suatu 

standar tertentu yang sifatnya khusus”. Selain itu, untuk 

membedakan tempat lembaga pemasyarakatan yang akan dihuni oleh 

warga binaan juga dibedakan berdasarkan usia, dimana usia kategori 
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anak akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

(LPKA). Kategori usia menurut Departemen Kesehatan RI dapat 

dilihat pada tabel 1.2, yaitu sebagai berikut:23 

Tabel 1.2 

Kategori Usia Menurut Departemen Kesehatan RI 

Kategori Usia 

(Tahun) 
Keterangan 

5 – 11 Anak 

12 – 16 Remaja Awal 

17 – 25 Remaja Akhir 

26 – 35 Dewasa Awal 

Sumber: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009. 

 

Selama pelaksanaanxprosesxpembinaan atauxpemasyarakatan 

terhadap wargaxbinaan dixLembaga Pemasyarakatan,xmengacu pada 

10xprinsip pokok,xyaitu berupa:24 

1) Ayomixdan berikan bekalxhidup yang baikxagar mereka dapat 

menjalanixperanan sebagaixwarga negara masyarakatxyang baik 

danxberguna setelah bebas nanti. 

2) Penjatuhanxhukum pidana bukanxmerupakanxtindakan balas 

dendamxoleh negara. Tidak bolehxada penyiksaanxterhadap 

wargaxbinaan, baik berupaxtindakan, perlakuan, ucapan,xcara 

perawatan,xataupun penempatan. 

3) Memberikan bimbingan bukan penyiksaan. Memberikan kepada 

setiap warga binaan kegiatan-kegiatanxsosial guna untuk 

menumbuhkanxrasa hidupxkemasyarakatan. 

 
23Departemen Kesehatan (Depkes) RI, 2009, Sistem Kesehatan Nasional, Depkes, 

Jakarta, hlm 12. 
24 Simon R, dkk, 2010, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Lubuk 

Agung, Bandung, hlm 10. 
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4) Negara tidakxberhak membuat merekaxmenjadi manusia lebih 

burukxatau lebih jahatxdibandingkan sebelumxdijatuhi 

hukuman pidana.  

5) Selamaxkehilangan kemerdekaan bergerak, paraxwarga binaan 

harusxdikenalkan denganxmasyarakat dan tidakxboleh 

diasingkan darixmasyarakatnya. 

6) Pekerjaan yangxdiberikan kepada wargaxbinaan harus satu 

pekerjaanxdengan pekerjaanxyang terdapat dixmasyarakat dan 

dapatxmenunjangxpembangunan. 

7) Memberikan bimbinganxdan didikanxharus berdasarkan 

pancasila, kepadaxmereka harus ditanamkanxjiwaxkegotong-

royongan, jiwaxtoleransi dan jiwa kekeluargaan. Disampingxitu, 

diberikanxjuga pendidikanxkerohanian danxkesempatan untuk 

menunaikanxibadah agarxmemperoleh kekuatanxspiritual. 

8) Narapidana sebagaixorang yang tersesatxadalah manusia, 

sehinggaxmerekaxharus diperlakukan sebagaixmanusia juga. 

9) Narapidanaxhanya dijatuhixpidana hilangnya kemerdekaan 

sebagaixsatu-satunya deritaxyang dialaminya. 

10) Disediakanxdan diberikan saranaxyang mendukung fungsi 

rehabilitatif,xkorektif, danxedukatif dalamxsistem 

pemasyarakatan. 

F. MetodexPenelitian 

1. MetodexPendekatan 
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Metodexpendekatan penelitianxini yaitu yuridisxsosiologis (socio 

legal approach). Dimanaxpenelitian yuridis sosiologis ini merupakan 

suatu penelitian yang meliputi penelitian identifikasi hukum dan 

efektifitas hukum, artinya penelitian ini merupakan kajian untuk melihat 

realitas sosial atas kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan sudut 

pandang hukum untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan, 

dan penelitian ini juga dapat mengungkap permasalahan yang ada di 

balik kegiatan pelaksanaan dan penegakan hukum.25 

2. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data yang didapatkan dengan observasi non-partisipasi, 

kuesioner yang diisi oleh seluruh warga binaan perempuan di LPKA 

Klas II Tanjung Pati, dan wawancara mendalam dengan 3 orang 

warga binaan perempuan yaitu Nelawati, Adelia Sandra, dan Dina 

Kumala Sari. Serta  dengan 3 orang petugas lembaga 

pemasyarakatan yaitu Agusman, Della Marcelina dan Anesha. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder pada penelitian ini yaitu statistik kriminal di 

LPKA Klas II Tanjung Pati tentang warga binaan perempuan dan 

anak binaan tahun 2020, serta literasi-literasi yang berhubungan 

dengan penelitian.  

3. TeknikxPengumpulan Data 

 
25Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali 

Pers, Jakarta, hlm 134. 
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Adapunxteknik pengumpulan dataxpadaxpenelitian ini,xyaitu 

berupa: 

a. Studi Dokumen 

Merupakanxpenelitian yang didasarkan pada studixbahan hukum 

yangxterdiri darixbahan hukumxprimer, sekunder, danxtersier. 

Bahan hukumxprimer seperti peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan bahan hukum sekunder seperi literatur, web, dan jurnal 

serta bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan juga 

menggunakan penelusuran literasi melalui web. Dimana bahan 

hukum dan literatur serta hasil penelusuran melalui internet tersebut 

diperiksa ulang validitas dan realibilitasnya, sebab ini sangat 

mempengaruhi penelitian. 

b. Wawancara. 

Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara 

mendalam, yaitu wawancara dilakukan untuk meminta pendapat dan 

ide-ide dari pihak yang diwawancarai. Wawancara dilakukan kepada 

petugas LembagaxPembinaan KhususxAnak (LPKA) KlasxII 

TanjungxPati dan kepada WargaxBinaan Perempuan yang berada 

disana. 

c. Kuesioner  

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik 

pengumpulanxdata yangxdilakukan secara tidakxlangsung. 

Angketxberisi beberapa pertanyaanxyang harus dijawabxoleh 

semuaxresponden. Kuesioner merupakan instrumenxpenelitian yang 
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digunakanxdalam penelitian ini. Kuesionerxberupa beberapa 

pertanyaan yang diajukan dalam susunan kalimat dan urutan yang 

sama pada semua responden yang diteliti. Pengumpulan data dengan 

kuesioner dilakukan dengan memberikan lembaran kuesioner yang 

berisi daftar pertanyaan dan diisi langsung oleh responden sendiri, 

kemudian dikembalikan lagi kepada peneliti. 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 14 

pertanyaan tentang kesehatan reproduksi yakni mengenai pemeriksaan 

SADARI, IVA, IMS dan personal higyene (kebersihan alat kelamin). 

Kuesioner ini kemudian diserahkan kepada seluruh responden yang 

terdiri dari 49 orang warga binaan perempuan. 

4. TeknikxSampling 

Merupakanxsuatu cara untukxmenentukan sampelxyang jumlahnya 

sesuaixdengan ukuran sampelxyangxakan dijadikanxsumber data 

sebenarnyaxdidalam penelitian.26 Dalamxpenelitian inixteknik sampling 

yangxdigunakan yaitu: 

a. Populasi 

Populasixadalah keseluruhan atauxhimpunan obyek denganxciri 

yang sama.xdalam penelitianxinixpopulasi yaitu warga binaan 

perempuan yang berada dixLembaga Pembinaan KhususxAnak 

(LPKA)xKlas II TanjungxPati, Kabupaten LimaxPuluh Kota. 

Populasi pada penelitianxini berjumlahxsebanyak 49 orangxwarga 

binaan perempuan. 

 
26Bambang Sunggono, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hlm 118. 



UNIVERSITAS BUNG HATTA

24 
 

 
 

b. Sampel 

Sampel yaitu suatu himpunan bagian atau sebagian dari populasi 

yang merupakanxsebagian individu yangxditeliti darixkeseluruhan 

individuxpenelitian. Pada penelitian ini, sampelxpenelitian yaitu 

seluruh warga binaan perempuan di LPKA Klas II Tanjung Pati, 

yaitu sebanyak 49 orang warga binaan perempuan dari 49 

keseluruhan populasi. 

c. Teknik Sampling 

Teknik pengumpulan data pada penelitian yaitu menggunakan 

metode Accidental Sampling, dimana peneliti mengambil sampel 

yang ditemukannya di tempat penelitian.27 Peneliti melakukan 

wawancara kepada 3 warga binaan perempuan dan 3 petugas 

lembaga di LPKA Klas IITanjung Pati, serta pengisian kuesioner 

kepada 49 responden yang merupakan warga binaan perempuan di 

LPKA Klas II Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota. 

5. Analisis Data. 

Terlebih dahulu dilakukan pengolahan data sebelum data dianalisis. 

Pengolahan data dilakukan guna merapikan dataxyang diperolehxdari 

data primer ataupun dataxsekunder untuk mempermudah melakukan 

analisis data. Pengolahanxdataxini dilakukanxdengan langkah-

langkahxsebagai berikut,xyaitu:28 

1) Editing (Pemeriksaan) 

 
27Zainuddin Ali, op cit, hlm 99. 
28Ibid, hlm 107. 
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Pada tahap ini proses Editing dilakukan untuk melakukan 

pemeriksaan kelengkapan serta kesalahan dalam pengisian 

kuesioner. 

2) Coding (Pengkodean) 

Coding merupakan suatu proses untuk memberikan kode 

pada kuesioner yang telah diisi berdasarkan nama berupa inisial 

untuk mempermudah pengidentifikasian data. 

3) Entry (Memasukkan Data) 

Setelah data primer dan data sekunder dikumpulkan,  

kemudian data tersebut disimpan dan kemudian dimasukkan 

kedalam analisis data.  

4) Tabulating (Tabulasi) 

Suatu proses yang bertujuan utnutk memasukkan angka-

angka hasil penelitian ke dalam tabel. 

5) Cleaning (Merapikan Data) 

Setelah data selesai dimasukkan, lalu dilakukan lagi 

pengecekkan data, untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan 

entry atau tidak. 

Setelah dilakukan pengolahan data, maka data yang sudah terkumpul 

akan dianalisis. Teknik analisisxdata pada penelitianxini menggunakan 

metodexanalisis kualitatif. Analisisxkualitatif merupakan analis 

penelitian yang bersifatxmonografis atau berwujudxkasus-kasus 

sehinggaxtidak dapatxdisusun ke dalamxsuatu struktur klasifikasi. 

Prinsipxpokokxteknik analisisxdata kualitatifxyaitu mengolah 
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danxmenganalisa data yang terkumpulxmenjadi dataxyang sistemik, 

teratur, terstruktur,xdan mempunyaixmakna nilai.29 

 
29Bambang Sunggono, op cit, hlm 125. 


